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KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR: G/96/B.U/HK/2017
 

TENTANG
 

BASIL £VALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 
KABUPATEN LAMPUN'G SELATAN TENTANG
 

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

Menimbang : a.	 bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, telah 
dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 325 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

b.	 bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu 
menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat I Lampung; 

2.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah; 

3.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

4.	 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah; 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cam 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan 
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2011; 

6.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

Memperhatikan	 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 974j5328jKEUDA Tanggal30 
Desember 2016 Hal Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan tentang Retribusi Daerah. 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BASIL EVALUASI 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG 
SELATAN TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA 
TELEKOMUNIKASI. 

KESATU Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan tentang Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi sebagaimana tercantum pada Lampiran 
Keputusan ini yang merupakanbagian tidak terpisahkan dan 
Keputusan ini. 

KEDUA Bupati Lampung Selatan bersama DPRD Kabupaten Lampung 
Selatan segera melakukan penyempumaan dan penyesuaian 
terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil 
evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu. 

KETIGA Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah 
disempumakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan 
Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan 
apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan 
hasil evaluasi, akan dibatalkan sesuai peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

KEEMPAT Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya 
disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur 
Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. 

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan 
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana 
mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal 3 Maret 2017 

Tembusan: 
1. Menteri Dalarn Negeri Rl di Jakarta; 
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta; 
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda. 



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G/96/B.II/HK/2017 
TANGGAL : 3 MARET 2017 

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 

No I Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan 

1 I 2 3 4 5 

1 I Judul KAiUPATiN LAMPlJNG SiLA1AN 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABlJPATEN LAMPUNG SELATAN 

NOMOR TAHUN 2016 
TENTANG 

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENA'RA TELEKOMUNIKASI 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG SELATAN 

KOP 
LAMBANG GARUDA 

BUPATI LAMPUNG SELATAN 
PROVINSI LAMPUNG 

RANCANGAN PERATURAN DAERAHKABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
NOMOR TAHUN 2016 

TENTANG 
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI LAMPUIIIG SELATAN, 

• Kop Raperda menggunakan 
lambang garuda dan diberi 
frase "Bupati Lampung 
Selatan Provinsi Lampung" 
sesuai Permendagri NomOI' 
80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk hukum 
daerah 

- Frase "Bupati Lampung 
Selatan" diakhiri dengan 
tanda baca kOll'la 

2 Diktum Menimbang a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Direktur Jendral Kementerian 
Keuangan Republik Indonesia No.S-743/PKI2015, tanggal 18 
November 2015, hal j. Penghitungan Tarif Restribusi Pengendalian 
Menara Telekomunikasi, maka per1u meninjau kembali Peraturan 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunlkasi Kabupaten 
Lampung Selatan, 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusl 
Pengendalian Menara Telekomunlkasi Kabupaten Lampung Selatan. 

a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 
46/Puu.x1/2016 Tanggal26 Me; 2G15, penjelasan Pasal124 Undang­
Undang Nemer 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 Sehingga tidak mempunyai kekuatan 
hukum menglkat; 

b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubemur Lalllpung Nomor : 
G/401/B.III/HKlLl)16 Tang9al 14 Juni 2016 tentang Pembatalan 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 
2012 tentang Retribusi PengendaJian Menara Telekomunikasi, telah 
dibatalkan karena bertentangan dengan peratUlran perundang­
undangan yang lebih tinggi; 

c. bahwa berdascrkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b tersebut di ,atas, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Retrlbusi Pengendallan Menara Telekomunikasi; 

Diktum menimbang 
disempurnakan. 

( (
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3 Diktum Mengingat •• lalAdsAS ~A9SA8 ~le~9r Hii Ta~WR 1QQ~ tiAtiilRS P9A9F98RsaR . Diktum Mengingat: 
~b.88~R MSg8F8 RSJj1l8lik IR89A9&ia l~WR 1QQ~ .'9~sr 1i3, • Angka 3,4,5,6,7,11,13, 
TaFR8ah8R IssFRsaF8F1 .'98ar8 R8Pll~lik 1A99A9sia Me",oF ,491)i 15, 17, 19,20, 21, 27, 28, 

4: YRl1aAg YRdaRS ~leFR9r 19 TahwA 1197 tonteRS P9RasihaR j;lajak . 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 
d9RflaR .wrat Paksa ~b9m9araA ~19sara R9~l.oIslik IAS8R9sia TaRIlA dihilangkan 
1Q187 ~lsmeF 42, l'iFA~aR8A 1s9FROaF8R ~19fJara R9pY91ik IAdeA9sis - Angka 18 dan angka 21 
~lemer 3ii6) &90S8aiFRaAa tolaR diwbaR g9RgaR Isll'lS8Rg IalRdaRfI disempumak8ln. 
~Ie~er 19 l=aRwR 2QQ9 Q89J8~ fb9FR98raA ~198ar8 Repyolik - Pencantuman dasar 
IA&I8A9sia l8RWR 2QQQ ~19FR9r 1~Qj JaFROSRSR 1s9FR~8F8R ~19f1ara hukum dalam Raperna 
Rellyolik IA&eA9Sia .'eFR9F 3987) ; hanya yang terkait dengan 

Ii, YRoaAglalFl&aRg .'9FR9r Ii TaRwR 19Q9 t9RtiilAfI baF8~aA Praktek - substansl yang diatur 
M9RSP91i dsl'l P9F&aingal'l blsaha l=ii8k Sshat (b:SFROSrSA ~IS8af8 dalam Raperda 
RSllwslik IA99R9sia faRYA 1999 ~19FR9r 33(~1 TamoaRaA bSFR9aFaR - Tambahkan Permendagri 
~19!1ara R9Pyt!lik IR&9ASsia ~19FR9r 391+); Nomor 80 Tahun 2015 

i: YRdang YAdang ~19FA9r 18 TaRWA 11199 t9AtaRfI Jasa ~9l'lstFl.olksi - - Pengetikan urutan dasar 
(bQm&aF8R ~leflaF8 R9PW&lik IAdeA98ia TemwR 1999 ~19FR9F 841 hukum agel' diurutkan 
Tam9aRaR 1s9FRSaralt ~Isgara Repwolik IRd9R9Sis .'9FA9r 3933); sesuai dengan hirarki 

+, YAdaAg blAdang ~19FR9r ~a TaRYR 1l1Q9 tElRlang P9R~19R88aF8aA - perUUan 
~198aF8 ¥aAj 1i9F8il:l iiill'l Q9~as Qa~ KGrwpsi, K91llsi 9aR ~19P9tisFR9 

(b9Rl~araA ~198ara R9PW~lik IAQ9A98ia TaRwR 1999 N9FRer 7B. 
Tamoal:laR b9~baFaIl.19gara Rep..~lik IAdoResis ~19FRer 3981); 

17, YRdaAg YRd8Rg NeFA9r 12 TaRwA 2Q11 toRt8Rg PeFR08RtwkaA -
PeratwraR P9FWR&aRg YFl88RgsA (b9mbaraR ~188alil R9pY9lik 
IRooR8sia t:.8AYR ~l)11 Nemer S21 l"8FAbat.18A b9FR9araR Migara 
Repw~lik IRd8A9sia ~19FRer 1i234); 

18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) 
Indonesia Tahun ~ Nomor~, fambahan Lembaran Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhlr dengan Undang-
Republik Indonesia Nomor ~); Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Neaara Republik 
Indonesia Nomer 5679); 

19, Pef8tWFaR P9FA9RFltal:l ~lem9f a TaRwA 1922 WRt8R8 f28FW9al:laA -
Qatas 'JlilayaR I<slypaleR b~pIIAg ielataR('=9FAbs;aR Negara 
R9~wblik IRo9A9sia T8RWA 19S2 ~19FR9r i, TSFR99RaR bSFRbaraA 
.'e@sra R9PW~llk IAoElR9sia .'emer .213)i 

( (
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~g,	 KipwlwsaA MaRkaRliR KSAStitwsi ~IEfil9r 4iJPYY X1f~14 ~g M9i 
2Q1 ij P9Rj91assA pissl 1~4 YAdaRg YAdsR8~19FR9r ~g'FaRwR 2QQQ 
teAliiR@ Piijak daR RslriBwsi QaeFaR liR9RlsA@aFl a9RlaR blFldaRO 
blFldaFlg Qasar 1041is r;!9F!jilasaR Pasal 124 blRQaRg blRdaRg~leFRer 

28 'taRWR ~ggQ tiijaklFRimfJWFlyai ksl~wilaFl Awl~wm FRSRg/kStj 
21.	 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 3258) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor i3 
Tahun ~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ~ 

Nomor QQ, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
i4-4i); 

27.	 P9FaWriu~ MeRleR (;Ialam ~le8eR ~18msr 13 TaRwR ~Qi t9FltaFl@ 
P8Q9maFi P9RgslelaaFl KewaAgaR QasraA QaeraA sSHagsimaRa tilaR 
diwaR 8e8eFafJs kali, tirekAir Q9F1gaR PeretWFaFl MeRteri (;;lalam 
~19geri Wemer 21 Tal:ftwR 2011 j 

2S.	 P9~wraR MeRteR Pikeija8R laImwm ~l8m9r 24lPR+iM~g7, 19RtaRg 
Pe99FRaR TekAis liiR MeRdiRkaR iaRgwRaFl G99WAI; 

2Q.	 PiratWFaR M9Rt9R ~FRwFlika8i oaR IAfimo1atika ~19m9r 

021P1i!~:IM.KQMI~I~Ql3/2QQQ,t9F1taFlg PS9smaR P9FF1H~gl:lFlaR saR 
P8Ri!lWRaaA Q9F6aFF\il M9F1are lihr.kslRwAikasij 

aQ.	 P9ralWFaFl MeRteR KemwAikasi eaR IFlfiFma~ka ~19moF 

2aldli!(;llM.KQMI~I~9:'Q4hdQQ9 teFltallli 1290emaA J;)elaksaRaaR 
~FYISaFl PemeriRtsA .kitH Qi€4aFlg Pes €lIA Tel8k9mwFlikasij 

31.	 Pe_FaR i9fiaFR8 M9Rtiri salam ~leleRj M8At9rl P8keijaQR blmwm, 
M9Flt8R KsmwRikasi €laR IAformatlka jaR Ke~ala QiililaA KeeFQiFliiSi 
P9RaFlamiiFl Msgal ~eFR9r 18 lallwR 2QQ9j ~lem9r Q+lPRWl~QQQ; 

~19m9r 1QlPi~M, KCMI~lf&gjQ3,!dOogj eaR ~19mor alP/agOg tiRtaAi 
r;!889maR P9FR9aRIWFlaR eaR PeAggwFlaaFl i8F6ama M8Aara 
+8l9k9FRWFlikastj 

32.	 Pe~wraR MeAteri l;)alaFR ~li!J9R ~lsmsF 27 Ta~wR 2g9Q, t8FltaFlg 
Pi€lomaR PeFl91apaFlliiA QaFl!JswaR €4i QaeFaR 

aa.	 KepwtwsaR MeAt9R Qalam ~lig9ri ~19FRer 43 +a~wR 1'909 teRtaRI 
ii&l9FR eaR Pli8elilwr AiFRiRistFisi Pajak Qaerallj R8triJwsi Qaeralt 
ialll J;)9ReRFRaaR ReAi8pataR laiR laiR 

at K9pwtwsaR MeAt9R ~AakimaA Nemer M Q4 P\l>l,07:03 Ta~wR 1994 
tiAteFlg \OJwJ,'9FlaRI PiRyiiik P9@1iiI1:'lii M9g9R iipil 

( 

4 

. 

21.	 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) 
sebagaimana telah diubah dengCll Peraturan Pemerintah Nomor 92 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 290 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5772); 

-	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

-

-

-

-

-

-

-

( 

5
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4 
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6 

Satang Tubuh 

Diktum memutuskan 
dan Menetapkan. 

Cara Mengukur TIngkat 
Penggunaan Jasa 

Memutuskan: 
Menet~akan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI Menetapakan 

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI . 

Pasal1 

Memutuskan~ 

: PERATURAN DAiERAH TENTANG RETRIBUSI 
PENGENDALIAN N1ENARA TELEKCMUNIKASI: 

Pasal 1 
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan 
pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otCllOm. 

10. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan 
pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan 
terselenggaranya telekomunikasi. 

16. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut 
Peraturan Perundang-undangan Retribusl diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran Retribusi, termasuk oemungut atau 
pemotong Retribusi tertentu. 
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Sayar, yang selanjutnya 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur I 3. 
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan 
pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi. 

10. Penyelenggara Telekomunikasi adcjah kegiatan penyediaan dan 
pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan 
terselenggaranya telekomunikasl. 

16. Wajib Retribusi adalah orang Pribmj atau BOOan yang menurut 
Reraturan Perundang-undangan Retrlbusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutaA atau 
pemotongaA Retribusi tere8ililt. 

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Sayar, yang selanjutnya I 20. 
disingkat SKRDLS OOalah Surat Keputusan yang menentukan 
Jumlah Kelebihan Pembayaran Retribusi Karena Jumlah Kredtt 
Retribusi lebih besar daripada retribusi yang temutang atau tidak 
seharusnya temutCllg. 

24. Penyidik Tindak Pidana dibidanll Retribusi Daerah adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak 
Ridana dibidang Retribusi Daerah y.ang te~adi serta menemukan 
tersangkanya. 

Pasal6 
Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengendalian menara telekomunikasi 
diukur berdasarkan jenis menara, zonas; wilayah ,dan ketinggian menara, lokasl 
penempatan menara serta memperhatikan ti~kat keamanan dan kepentingan 
umum yang dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian. 

Pasal7 
(1) Arinsip dan sasaran dalam penetalpan besarnya tarif Retribusi 

pengendalian menara telekomunikasi dletapkan dengan memperhatikan 
biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, 
aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, 
'8FReli~aFaaA; lliQlf911l1A88 9aR BieY9 FR.a!: 

Pasall7 
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Rebibusi ditetapkan 

untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan 
pengendalian menara telekomunikasi. 

(2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara 
telekomunikasi berupa Belanja Pe~alanan Dinas dan Belanja Barang 
Pakai Habis. 

disingkat SKRDLS adalah Sural Keputusan yang menentukan 
Jumlah Keletiihan Pembayaran Retribusi Karena Jumlah Kredit 
Retribusl lebill besar daripada retribusi yang terutang atau tidak 
seharusnya terutang. 

24. Penvidikan lindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah 
serangkalan tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawal 
Nager; Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membualterang Tindak 
Pidana dibidang Retribusi Daer.ah yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. 

Pasl16 
Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengendalian menara telekomunikasi 
diukur berdasarkan fiekuensi pengawasan dan pengendalian dalam 1 (satu) 
tahun. 

Diktum memutuskan dan 
menetapkan tanda baca titik 
dua (:) dan titik (.) diketik 
tanpa menggunakan spasi. 

Pasal1 angka 3, 10, 16, 20, 
dan angka 24 
disempumakan, sesuai 
dengan Pasal 1 Undang­
Undang NomOI' 28 Tahun 
2009 dan Pasal 1 Undang­
Undang NomOI' 23 Tahun 
2014. 

Pasal6 disempurnakan, sesuai I 
dengan Putusan Mahkamah 
Konstitusi Noroor 46/PUU· 
XII/2014 Tahun 2015 

Pasal 7 disempurnakan 5esuai 
dengan Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nonnor 46/PUU­
XII/2014 Tahun 2D15 

( (
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Pasal 9disempumakan, 

NILAI 
INDEKS 

NILAI 
IWEFISIEN 
1.1 

3.0 
0,9 
1..0Menara .. 

Menara "........ 

Menara .."...... 
Jumlah 

2 
3 

b. Koefisien Jarak Tempuh 
NO I LOKASIJl<AWASAN 

MENARA 

Pasal9 
Struktur dan besamya tarif Retribusi Jasa Pelayanan 
Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebagai: 
RPMT = KJM+KJT x Biaya rata-rata pengawasan dan 

2 pengendalian. 
Keterangan: 
RPMT = Retribusi Pengendaliaan Menara Telekomunikasi. 
KJM = Koefisien Jenis Menara. 
KJT = Koefisien Jarak Tempuh. 

(2) Nilai Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai 
berikut: 
a. Koefisien Janis Menara 

I NO I JENIS MENARA 

Pasal9 
(1) Struktur dan besamya tarif retrlbusl pengendallan Menara I (1) 

Telekomunikasl ditetapkan bedasarkan Tingkat Penggunaan Jasa. 
(2) Besamya tarif relrlbusi sebagaimana dimaksud pa::la ayat (1) 

ditetapkan berdasarkan bobot koefisien dengan 
mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut : 
a lokasi menara telekomunikasi (pola ruang wilayahlkawasan); 
b. ketinggian menara telekomunikasi; 
c. jenis menara telekomunikasi; dan 
d jarak kunjungan. 

(3) Besamya tarif retrtlUsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dihitung dengan runnusan sebagai bErikut : 

RPMT =TP )(TR 
t<eterangan : 
RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 
1P : Tingkat Penggunaan Jasa 
1R : Tarif Retribusi 

(4) Ke1entuan lebih lanjut diaturdengan peraturan Bupatl. 

1 I Jarak Jauh: 
Kecamatan ( ) 

2 I Jarak Menengah: 
Kecamatan ( ) 

3 I Jarak Dekat: 
Kecamatan (..........L 

1.1 

1.0 

o.s 

Jumlah I 3.0 
(3) Besamya tanf retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan sebesar Rp per Menara per Tahun yang dihitung 
berdasarkan komponen belanja perjalanan dinas dan belanja 
barang pakai habis 
LAMPI RAN 
(contoh perhitwngan, agar disesuaikan dengan kondisi dan SBU di 
Daerah) 

(
 



6 

1 2 3 4 5 

DESKRIPSI BIAYA(Rp) JUMLAH BANYAK JUMLAH \lET 
HARI 

Jumlah Menlll'll75 
Frekuens kunilmaan menara Der tahun =2 
JLlITlIlIh kuniul\ll8l1 per hai =3mann per hai 
Jumlah hai YaIIlI diaul18kan untuk menauniunai menara =(75x2V3 =50 hai 
1 tim terdiri alas 3 OI8I1g 
BeIanja perjalanan dinas (maya 
rata-rata pertahun untuk 
seluruh kuniunaan menera) 
Transportasi 25.000,­ 50hari 1TIm 12.500.000,-
Uang harian 100.000,­ 50han 30ranm 15.000.000,-
BeIanja bahan hams pllkai per 
tahun 
PambeIian ATK 6.000.000,­ 1Tahun 6.000.000,­
Total Befanja PerTahun 

33.500.000 
Biaya rata-rata atau tarif 446.667,­
pengawasan par lshun (tolBl pernbulatan 
belanjadibagi jumlah menara) 447.000,­

6 Penjelasan . - Disesuaikan dengan hasil 
koreksi Raperda sesuai 
ketentuan Lampirall huruf E 
Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

( (
 


